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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan
dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik
Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab
yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat
dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara
garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab

dilambangkan dengan huruf. Dalam transeliterasi ini sebagian dilambangkan
huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf
dan tanda sekaligus.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب Ba’ B Be
ت Ta’ T Te
ث Ṡa’ Ś s (dengan titik di atas)
ج Jim J Je
ح Ḥa’ ḥ h (dengan titik dibawah)
خ Kha’ Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas)
ر Ra’ R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
ص Şad Ş s (dengan titik di bawah)
ض Ḍad ḍ d (dengan titik di bawah)
ط Ţa Ţ t (dengan titik di bawah)
ظ Ẓa ẓ z (dengan titik di bawah)
ع ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q qi
ك Kaf K ka
ل Lam L el
م Mim M em
ن Nun N en
و Waw W we
ه Ha’ H ha
ء Hamzah ‘ Apostrof
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ي Ya’ Y ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدّین Ditulis muta‘aqqidīn
عدّة Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap

menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis Ni’matullah
زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

1 Fathah + alif
جَاھِلیَِّةْ 

Ditulis Ā
Jaāhiliyyah

2 Fathah + ya’mati
یسَْعَى

Ditulis Ā
yas‘ā

3 Kasrah + ya’mati
كَرِیْمٌ 

Ditulis Ī
karīm

4 Dammah +
wawumati
فرًُوْضٌ 

Ditulis Ū
fur ūḍ

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan
Dengan Apostrof
أأنتم : ditulis a’antum
مؤنث : ditulis mu’anntaŚ

G. Vokal Rangkap

١ Fathah dan ya’ sukun
بیَْنكًُمْ 

ditulis Bainakum

٢ Fathah dan wawu
sukun
فوَْقكَُمْ 

ditulis Fauqakum
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H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis al-Qur’an
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf  Syamsiyah yang

mengikutinya
السیعّة : ditulis as-sayyi’ah

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شیخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam
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ABSTRAK

Nafisah, Sayyidah NIM: 1519045. Independensi Lembaga Perlindungan Data
Pribadi di Indonesia. Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah,
Strata Satu (S1), Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2023.

Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini bertujuan menganalisa faktor yang mempengaruhi
ketidakindependensi lembaga perlindungan data pribad serta akibat hukum yang
terjadi, mengingat meningkatnya kasus pelanggaran data pribadi di Indonesia
dalam beberapa akhir tahun ini menjadi issu yang sangat serius. Sehingga
dibutuhkan lembaga perlindungan data pribadi untuk memastikan perlindungan
data pribadi. Keberadaan lembaga independen perlindungan data pribadi adalah
salah satu aspek penting dalam menjalankan perlindungan data pribadi serta
menjadi kunci dalam menjamin independensi dalam proses pemantauan, audit dan
penuntutan. Hal ini menjadi sangat krusial karena peraturan mengenai keamanan
data pribadi berlaku untuk semua lembaga publik, termasuk eksekutif, legislatif,
dan yudikatif. Penelitian ini menggunkan jenis penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan
konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan Undang-Undang perlindungan data
pribadi yang mengatur lembaga tersebut menunjukkan adanya keterlibatan
eksekutif dalam pembentukkan lembaga serta terdapat faktor-faktor dari fisiologis,
sosiologis dan yuridis sehingga mengurangi independensinya. Akibatnya, lembaga
ini berisiko terpengaruh oleh kepentingan politik dan tidak dapat menjalankan
tugasnya dengan akuntabel, efektif, dan efisien.
Kata Kunci : Data Pribadi; Lembaga; Independen
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak yang menjamin melindungi seluruh warga negara yang

tercantum pada UUD RI 1945 dikenal sebagai hak konstitusional. Oleh karena

itu, negara memiliki kewajiban pokok untuk menjamin dan melindungi hak-hak

ini sebagai tanggung jawab konstitusionalnya sesuai dengan ketentuan yang

termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD RI tahun 1945, yaitu “Setiap orang

berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta

benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

yang merupakan hak asasi.” Seluruh penduduk negara memiliki hak atas privasi

dan tidak bisa dihilangkan dan  dimanfaatkan oleh siapa pun tanpa tekanan atau

penyalahgunaan. Hak ini diakui dalam Pasal 28H, Paragraf 4 UUD 1945.

Peningkatan kasus dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan

bahwa Kejadian pelanggaran data pribadi di Indonesia telah menjadi perhatian

yang serius dan memprihatinkan. Dalam rentang tahun 2019-2022 Departemen

Kominfo sudah mengatasi 77 perkara pelanggaran data. Dalam perkara tersebut,

58 kasus telah selesai sementara 19 sedang berlangsung, hal tersebut dinyatakan

oleh Johnny G. Plate.1 Pencurian data pribadi tidak hanya terbatas pada individu

warga sipil, tetapi juga melibatkan perusahaan swasta, institusi pemerintah, dan

1Mario Damar, Agustinus, “Menkominfo Ungkap 5 Dugaan Kebocoran Data Pribadi di
November 2022, Apa Saja,” https://www.liputan6.com/tekno/read/5133769/menkominfo-
ungkap-5-dugaan-kebocoran-data-pribadi-di-november-2022-apa-saja (diakses pada 1 maret
2023, pukul 10.36)
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bahkan negara itu sendiri. Sehingga, kebocoran data pribadi bukanlah isu yang

bisa diabaikan. Prioritas utama pemerintah haruslah melibatkan perlindungan

data pribadi untuk menyediakan perlindungan bagi warganya.

Warga Indonesia melihat peluang baru ketika Undang-Undang

Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 disahkan pada tanggal 17 Oktober

2022. Sebelum ini, negara ini tidak memiliki peraturan atau penegakan yang

mengendalikan dan mengawasi perlindungan informasi pribadi. Peraturan ini

dimaksudkan untuk menciptakan landasan hukum yang efisien guna

memberikan perlindungan hukum sambil tetap mengakui dan menghormati

pentingnya perlindungan data pribadi. Masalah ini menjadi tidak efisien dalam

hukum sebelumnya telah ada. Sebelumnya, konstitusi telah menetapkan

ketentuan terkait hal ini. Walaupun beberapa hukum dan regulasi sebelumnya

telah mengatasi masalah data pribadi, namun belum ada yang terperinci

menjelaskan bagaimana perlindungan terhadap data tersebut diterapkan.

Peraturan tersebut antara lain, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

(UU ITE).

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016

tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
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Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).2

Pemerintah harus membentuk badan yang berfungsi secara independen

untuk mengawasi perlindungan data pribadi. Diyakini bahwa dengan adanya

otoritas pengawas data pribadi yang independen, negara dapat mengatasi

masalah ini. Pasal 58(2) UU No. 27 Tahun 2022 mengatur bahwa pelaksanaan

perlindungan data pribadi  dilakukan oleh lembaga. Akan tetapi dalam pasal

58 ayat (3) menyatakan bahwa “Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan oleh Presiden.” Kemudian dijelaskan kembali pada ayat (4)

yang berbunyi “Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung

jawab kepada Presiden”. Kemudian, sesuai ayat (5) ketentuan

pembentukannya akan diatur dalam Peraturan Presiden. Dengan rancangan

pembentukan lembaga tersebut tidak menjamin bahwa kekuasaan yang

mereka miliki memberikan perlindungan yang dapat diandalkan untuk

melindungi masyarakat dari perselisihan antara agenda politik dan dampak

kekuasaan.

Keberadaan badan mandiri merupakan kunci untuk menjamin

independensi dalam proses pemantauan, audit dan penuntutan. Ini menjadi

sangat krusial karena peraturan mengenai keamanan data pribadi berlaku

untuk semua lembaga publik, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Memberikan kekuasaan penuh kepada otoritas independen  memastikan

bahwa penegakan hukum  tetap netral dan tidak memihak dalam hal

2Denico Doly, “Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi
dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru,”Jurnal Negara Hukum, No.2, XII
(2021), 4.
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perlindungan data pribadi.3 Sebagai negara yang konstitusional, negara harus

mentaati konstitusi. Sehingga, peraturan  ini harus konsisten dan menetapkan

otoritas independen sebagai aktor kuat yang berdedikasi untuk melaksanakan

penilaian yang efektif dan efisien.

Kehadiran badan pengawas independen memiliki tingkat urgensi yang

tinggi mengingat adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengawasi dan

menegakkan hukum terkait perlindungan data pribadi. Oleh karena itu,

struktur, tugas, dan wewenang lembaga tersebut perlu diatur secara

komprehensif oleh hukum, dengan tujuan untuk memastikan perlindungan

data pribadi yang optimal. Terkait dengan permasalahan tersebut, penulis

merencanakan untuk melakukan penelitian yang berfokus pada topik ini,

dengan judul “Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi di

Indonesia”. Penelitian tentang isu ini sangat penting karena perlindungan

independensi lembaga pemerintah tersebut harus terjamin, terutama karena

salah satu aspek yang dianalisis dalam undang-undang perlindungan data

pribadi adalah badan publik.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia tidak independen?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap kelembagaan dan hak konstitusional

warga negara?

3Ahmad Gelora Mahardika,“Desain Ideal Pembentukan Otoritas Independen
Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”,Jurnal Hukum Unissula, No.
2, Vol. XXXVII, 15.



5

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penyebab lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia tidak

independen.

2. Menganalisis akibat hukum terhadap kelembagaan dan hak konstitusional

warga negara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan berkontribusi dalam

meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dalam domain hukum

tata negara, terutama dalam konteks perlindungan data pribadi di Indonesia.

2. Secara praktis

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang

berkelanjutan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dalam hal ini terhadap

Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden serta Mahkamah Konstitusi terkait

independensi lembaga perlindungan data pribadi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Cabang Kekuasaan

Salah satu atribut yang membedakan negara berdasarkan prinsip hukum

adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan

negara. Selain itu, kekuasaan negara dibatasi melalui pembagian kekuasaan

ke dalam fungsinya. Dalam konteks ini, teori Montesquieu tentang trias

politica, yang mencakup tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif atau
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administratif, dan yudikatif, telah memiliki dampak yang paling signifikan

dalam pembentukan pembagian tugas-tugas kekuasaan.4

John Locke juga mengidentifikasi tiga fungsi kekuasaan sebelumnya.

Dia menyatakan bahwa tiga cabang kekuasaan adalah eksekutif, legislatif dan

federatif. Dari kedua pendapat mereka memiliki perbedaan. Berbeda dengan

John Locke, Montesquieu mengamati pemisahan kekuasaan dari perspektif

HAM individu, sementara John Locke memandang dari perspektif hubungan

baik dalam skala nasional maupun internasional.

Sebagian besar orang meyakini bahwa doktrin pemisahan kekuasaan,

yang juga dikenal sebagai pembagian kekuasaan, ditemukan dalam karya

Montesquieu dengan konsep trias politica-nya. Namun, hingga saat ini, ada

berbagai interpretasi yang berkembang dan digunakan oleh para ahli hukum

terkait istilah pembagian dan pemisahan kekuasaan.5 Menurut Jimly

Asshiddiqie mengatakan bahwa gagasan trias politik telah kehilangan

relevansinya karena ketiga lembaga tersebut tidak dapat berkonsentrasi pada

salah satu dari tiga fungsi kewenangan. Dalam perspektifnya, data yang ada

saat ini menunjukkan bahwa hubungan antara berbagai cabang pemerintahan

tidak bisa dibedakan dengan jelas. Bahkan mereka saling mengendalikan

sesuai dengan prinsip pengendalian dan keseimbangan.6

4Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat jendral dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006,11-12.

5 Ibid., 14.
6Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,

Sinar Grafika, Jakarta, 2010, 5.
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2. Teori The New Sparation Of Power`

Menurut Bruce Ackerman, menyatakan bahwa Pemisahan kekuasaan

pada sistem ketatanegaraan Amerika Serikat setidaknya terdiri dari lima

cabang; Dewan Perwakilan, Senat, Presiden, Mahkamah Agung, dan Komisi

Negara Independen seperti Federal Reserve Board. Kompleksitas ini

diperdalam dengan adanya dinamika perluasan sistem kelembagaan negara

pada tingkat federal. Pertanyaan krusialnya bukanlah pada kompleksitas,

tetapi apakah kita, Amerika Serikat, memisahkan kekuasaan untuk alasan

yang tepat.7

Bruce Ackerman mengidealkan konsep pemisahan kekuasaan tidak lagi

terbatas pada trias politica milik Montesquieu aja, dikarenakan konsep ini

sudah tidak mampu untuk mengikuti perkembangan zaman di era modern.

Berdasarkan pemahaman tersebut, Ackerman mengatakan cabang-cabang

kekuasaan negara hendaknya dengan tegas dilihat berdasarkan model

kelembagaannya, yang dalam konteks Amerika Serikat terdiri dari (1) cabang

kekuasaan House of Representatives, (2) Senate, (3) President, (4) Supreme

Court, dan (5) cabang kekuasaan Independent Agencies (Komisi Negara

Independen).8 Secara fungsional, poros kekuasaan dari teori the new

separation of power adalah legislatif (Dewan Perwakilan, dan Senat),

eksekutif (Presiden), yudikatif (Mahkamah Agung, dan komisi negara

independen. Sedangkan secara institusional lembaga yang tercangkup yaitu,

7Bruce Ackerman, The New Separation of Powers, The Harvard Law Review, Vol. 113,
HVLR 63, 2000, page 728.

8 Gunawan A Tauda, Komisi Negara Independent (Yogyakarta: Genta, 2012), hlm. 68
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DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan komisi

negara independen seperti KPK, Ombudsman, dll.

3. Teori The Fourth Branch Of Goverment

Ajaran Montesquieu dengan tiga kekuasaannya (kekuasaan legislatif

(Pouvoir Legislative), kekuasaan eksekutif (Pouvoir excutive), dan

kekuasaan yudikatif (Pouvoir judiciar)) memainkan peran penting dalam

pemikiran hukum tatanegara. Akan tetapi, sepanjang perjalanan waktu

terdapat kekuasaan negara lainnya di luar tiga kekuasaan menurut

Montesquieu. Terhadap kekuasaan ini, sering disebut sebagai keuasaan ke-

empat, beberapa ahli menyebut sebagai De Vierde Macht atau The Fourth

Branch of The Government.

Menurut Crince le Roy, terdapat kekuasaan lainnya disamping tiga

kekuasaan negara menurut Montesquieu. Akan tetapi para ahli sering tidak

memberikan tempat bagi kekuasaan yang ditemukan itu di dalam pola

kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Akibatnya menurut Crince le

Roy, terjadi ketegangan-ketegangan antara hukum tertulis di satu pihak

dengan kenyataan dalam masyarakat dipihak yang lainnya. Bahkan, ada ahli

yang mengatakan kekuasaan tersebut tidak mempunyai alamat.9 Menurut

Crince le Roy, apabila kekuasaan tersebut tidak mempunyai alamat, maka

harus diusahakan kekuasaan tersebut mendapatkan alamat.

9 Crince le Roy, Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang, diterjemahkan oleh Soehardjo,
(Semarang: 1981), 21.
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F. Penelitian yang Relevan

Studi sebelumnya yang dipergunakan untuk mengidentifikasi sejauh

mana penelitian yang sedang dipelajari terkait dengan penelitian yang telah

dilakukan, termasuk:

1. Teddy Lesmana,Eva Elis, Siti Hamimah (2022) dalam jurnal rechten yang

berjudul “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam

Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi

Masyarakat Indonesia”

Penelitian ini mengungkapkan bahwa jaminan dan

pemenuhan perlindungan data pribadi di Indonesia belum optimal, ditandai

dengan tingginya insiden penyalahgunaan data pribadiDalam penelitian ini,

metode penelitian yang diterapkan adalah metode yuridis normatif, dan

pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan,

pendekatan kasus, serta pendekatan perbandingan. Dari hasil penelitian ini,

dapat disimpulkan bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan untuk

segera disahkan sebagai langkah nyata dalam melindungi hak privasi warga

negara dan mengatasi kekosongan hukum terkait perlindungan data pribadi.

Selanjutnya, penelitian peneliti akan memfokuskan pada kajian mengenai

independensi lembaga perlindungan data pribadi.

2. Farah Naurah Khansa (2021) Dalam jurnal hukum lex generalis yang berjudul

“ Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam

Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.”
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Fokus penelitian adalah kurangnya peraturan hukum yang memenuhi

terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia, dan urgensi untuk

mengembangkan undang-undang khusus serta lembaga independen sebagai

pengawas informasi pribadi di negara ini. Penelitian ini menggunakan

pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual,

dan pendekatan komparatif. Penelitian ini mencapai beberapa kesimpulan

yaitu perlindungan data pribadi masih tidak terkodifikasi dan umum di

Indonesia, dan ada peraturan khusus yang diperlukan untuk menjamin

keamanan data pribadi.

3. Putri Rashika Falona Lubis (2022) dalam skripsinya berjudul “Perlindungan

Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi di Era Digital Dalam Prinsip Negara

Hukum Berdasarkan Pancasila”

Metode yuridis normatif adalah metode yang digunakan dalam

penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa untuk

menggunakan data pribadi melalui media elektronik, diperlukan izin dari

individu yang terkait. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia terkait data

pribadi dapat dikenali melalui praktik-praktik seperti penyalahgunaan,

pencurian, atau perdagangan data pribadi, yang semuanya melanggar hukum

di sektor teknologi informasi. Diperlukannya reformulasi terhadap norma

dengan menambahkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data

pribadi.

4. Denico Doly (2021) dalam jurnal negara hukum yang berjudul “Pembentukan

Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif
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Pembentukan Lembaga Negara Baru”

Penelitian ini mengulas karakteristik yang diinginkan dari sebuah badan

pengawas data pribadi serta alasan mengapa badan semacam itu perlu ada.

Metode yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan penggunaan analisis

data berbasis kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa

lembaga pengawas perlindungan data pribadi harus didirikan segera. Sebagai

idealnya, lembaga pengawas perlindungan data pribadi harus berdiri sendiri

dan diatur oleh UU Perlindungan Data Pribadi.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan

No. Judul Peneliti Kesamaan Kebaruan

1. Urgensi undang-
undang perlindungan
data pribadi dalam
menjamin keamanan
data pribadi sebagai
pemenuhan hak atas
privasi masyarakat
Indonesia10

Teddy
Lesmana,
Siti
Hamimah,
Eva Elis,

Memiliki
kesamaan yaitu
mengkaji
mengenai
perlindungan
data privasi
sebagai
pemenuhan hak
atas privasi
warga negara.

Penelitian ini berfokus
pada pentingnya dan
aturan terkait pengesahan
rancangan UU
perlindungan data
pribadi. Di sisi lain,
penulis menganalisis
kerugian yang mungkin
terjadi dan struktur dari
badan perlindungan data
pribadi setelah UU
tersebut disahkan.

2. Penguatan hukum
dan urgensi otoritas
pengawas
independen dalam
perlindungan data
pribadi di

Farah
Naurah
Khansa

Mengkaji
mengenai
pemenuhan dan
perlindungan
hak privasi
warga negara.

Penelitian ini
menekankan kebutuhan
akan pembentukan
regulasi khusus terkait
perlindungan data
pribadi dan
pembentukan badan
pengawasan yang

10Teddy Lesmana. Siti Hamimah. Eva Elis “Urgensi undang-undang perlindungan data
pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat
Indonesia,” Jurnal Ritchen, No.2, Vol. III, (2022).
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Indonesia.11 memiliki independensi.
Di sisi lain, penelitian
peneliti menganalisis
independensi
pengawas data pribadi
yang diatur dalam UU
perlindungan data
pribadi.

3, Perlindungan hak
asasi manusia atas
data pribadi di era
digital dalam prinsip
negara hukum
berdasarkan
pancasila12

Putri
Rashika
Lubis

Menganalisis
perlindungan
hukum sebagai
pemenuhan hak
atas data
pribadi.

Penelitian sebelumnya
menganalisis mengenai
perlindungan data
pribadi berdasarkan
pancasila. Sementara
itu, penelitian peneliti
memeriksa jenis
kerugian dan
perumusan yang tepat
untuk badan pengawas
data pribadi.

4. Pembentukan
lembaga pengawas
perlindungan data
pribadi dalam
perspektif
pembentukan
lembaga negara
baru.13

Denico
Doly

Menganalisis
tentang
pemenuhan hak
atas privasi
warga negara

penelitian ini
membahas betapa
pentingnya membentuk
lembaga yang
bertanggung jawab atas
perlindungan data
pribadi dengan cara
yang tepat ketika
lembaga baru didirikan.
Sedang kan penelitian
peniliti menganalisis
jenis kerugian dan
independensi lembaga
pengawas data pribadi.

11 Farah Khansa,Naura “Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen
dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, Jurnal Hukum Lex Generalis, No.1, Vol. II, (2021)

12Putri rashika Falona Lubis, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi di Era
Digital Dalam Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, Skripsi, (Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

13Denico Doly, “Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi dalam
Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru”, Jurnal Hukum, No.2, Vol. XII, (2021).
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G. Metode Penelitian

Untuk memberikan jawaban yang tepat dan analisis yang sesuai

terhadap pertanyaan di atas, peneliti menerapkan berbagai metode penelitian,

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif, suatu

pendekatan dalam penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu

sistem standar yang terstruktur. Dalam konteks ini, sistem norma yang

dimaksud mencakup prinsip-prinsip, norma-norma, peraturan, perjanjian, dan

doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini merupakan suatu analisis yang

terstruktur terhadap hukum, dengan tujuan utamanya adalah untuk

mengidentifikasi definisi atau fondasi hukum yang mendasar.14

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang berbeda, yaitu

pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan

pendekatan perbandingan.

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan, melibatkan pemeriksaan

seluruh peraturan dan undang-undang yang terkait dengan isu hukum

yang sedang diteliti.15 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang

Perlindungan Data pribadi merupakan salah satu  objek dari penelitian

ini.

14Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2016,93.

15 Ibid. hlm.186
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b. Pendekatan perbandingan, adalah upaya untuk membandingkan

berbagai aspek hukum antar negara yang relevan dengan topik

penelitian.

c. Pendekatan konseptual, yang mencakup teori dan gagasan yang muncul

dalam ilmu hukum. Sehingga, muncul konsepsi dan gagasan dalam

pengembangkan ilmu hukum. Pendekatan konseptual, yang mencakup

teori dan gagasan yang berkembang dalam ilmu hukum, adalah

pendekatan lain yang digunakan. Untuk membuat argumen hukum yang

kuat dan memecahkan masalah hukum, peneliti harus memiliki

pemahaman yang baik tentang teori dan doktrin ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui

pengkajian berbagai sumber literatur yang relevan dengan isu atau informasi

yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder ini mencakup:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer memiliki sifat yang signifikan dan memiliki

kekuatan hukum yang mengikat. Ini mencakup undang-undang, keputusan

pengadilan, kasus hukum, dan sejenisnya. Beberapa sumber hukum yang

digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai peraturan perundang-

undangan, di antaranya:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
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Transaksi Elektronik.

3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data

Pribadi.

4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun

2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

b. Bahan hukum sekunder

Sumber hukum ini memberikan gambaran tentang hukum primer.

Sumber hukum sekunder mencakup dokumen resmi yang berkaitan

tentang lembaga independen yang menangani perlindungan data pribadi,

buku, artikel ilmiah, dan Artikel yang disusun oleh seorang pakar hukum

dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

c. Bahan hukum tersier

Materi hukum seperti ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) yang menjelaskan dan menerangkan hukum primer

dan sekunder.16

4. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen untuk

mengumpulkan data dari berbagai dokumen resmi, termasuk buku,

makalah, jurnal, serta tinjauan literatur hukum dan peraturan yang relevan.

16Amirudin, Zainal asikin, “Pengantar metode penelitian hukum”, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2008, 32.
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Termasuk pencarian informasi relevan melalui internet dan

pengorganisasian data berdasarkan sumber dan tingkat relevansinya untuk

analisis lebih lanjut.

5. Teknik Analisis Data

Pengolahan data yang diterapkan dalam penelitian ini memiliki sifat

preskriptif, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang cara

mengantisipasi masalah hukum.17 Setelah mengumpulkan semua data,

dilakukan analisis yuridis kualitatif dengan interpretasi mendalam terhadap

norma hukum yang relevan. Proses analisis menggunakan metode deduktif

untuk mencapai kesimpulan khusus.

H.  Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan memfasilitasi

pemahaman serta penjelasan dalam skripsi, maka disusunlah suatu sistem atau

kerangka, yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari: cover, halaman sampul, halaman pernyataan

keaslian, nota pembimbing, halaman pengesahan, transliterasi,

pembahasan, motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel.

2. Bagian Inti

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika

17 Soerjono Soekanto,“Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia”, Jakarta,1986
15.
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penelitian.

BAB II, menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan di

dalam penelitian

BAB III, hasil penelitian mengenai faktor penyebab lembaga

perlindungan data pribadi tidak indepenpen.

BAB IV, hasil penelitian yang meliputi akibat hukum terhadap

kelembaagaan dan jaminan konstitusional

BAB V, bab penutup yang meliputi simpulan dan saran

3. Bagian Akhir

Bab akhir berisi daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Keberadaan lembaga pengawas independen data pribadi merupakan satu

di antara wujud pelaksanaan perlindungan data pribadi. Undang-Undang

perlindungan data pribadi dengan jelas mengatur mandat, kekuasaan, dan

independensi lembaga pengawas. Tidak independennya lembaga perlindungan

data pribadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor filosofis, sosiologis,

dan yuridis. Berdasarkan landasan filosofisnya ketidakindependenan lembaga

data pribadi disebabkan oleh faktor-faktor seperti politik, ekonomi, kurangnya

kesadaran filosofis, dan prinsip-prinsip etika yang tidak jelas. Kemudian,

ketidakindependenan lembaga perlindungan data pribadi dari perspektif

sosiologis dapat disebabkan oleh pengaruh politik, budaya dan norma sosial,

kurangnya kesadaran masyarakat, tekanan bisnis, dan kurangnya pengawasan

serta transparansi. Sedangkan, ketidakindependenan lembaga perlindungan data

pribadi di Indonesia dari perspektif landasan yuridis dapat disebabkan oleh

keterkaitan dengan pemerintah, pengaruh politik dan kepentingan,

ketidakcukupan pengawasan, dan kurangnya klarifikasi serta ketentuan hukum

yang tegas.

Hak konstitusional ialah hak yang dimiliki oleh semua warga negara,

termasuk hak atas privasi yang bersifat tak tercabut dan tak terakses tanpa

paksaan atau penyalahgunaan, segabaimana Pasal 28H ayat (4) UUD 1945

mengatur hal ini. Dengan mempertimbangkan perlindungan privasi data pribadi
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sebagai hak konstitusional warga negara, konstitusi mengatur cara menghormati

dan melindungi hak tersebut serta membentuk atau menunjuk lembaga

pengawas khusus untuk memastikan penerapan undang-undang perlindungan

privasi data pribadi. Keberadaan lembaga perlindungan data yang tidak

independen mengakibatkan kerugian yang didapatkan baik lembaga itu sendiri

maupun warga negara. Kerugian tersebut antara lain  intervensi oleh presiden,

penyalahgunaan kewenangan, lemahnya penegakan hukum, terjadinya

pelanggaran data pribadi, diskriminasi dalam perlindungan hukum, dan

kehilangangan kepercayaan publik dan adanya keterbatasan hak-hak

konstitusional warga negara yang dilanggar, seperti hak atas informasi, hak atas

perlindungan, dan hak atas persamaan kedudukan di mata hukum . Hal-hal

tersebut terjadi karena lembaga data pribadi tidak memiliki otoritas yang

independen. Sehingga, dalam pelaksanaannya lembaga tidak bisa bekerja secara

tegas, efektif dan objektif sesuai yang diharapkan.

B. Saran

Sesuai hasil analisis penelitian diatas, peneliti memberi saran agar

pembentukan lembaga perlindungan data pribadi harus mempertimbangkan

landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang sesuai dengan kebutuhan.

kemudian lembaga tidak dibentuk dan berada  dibawah tanggung jawab Presiden

secara langsung. Kemudian, ketentuan pembentukan lembaga perlindungan data

pribadi diatur langsung melalui Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang

Perlindungan data Pribadi. Hal ini agar sesuai dengan prinsip-prinsip

pembentukan lembaga negara independen. Hal tersebut juga dalam rangka
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mencegah kerugian-kerugian yang akan terjadi. Maka penting bagi negara untuk

menjamin badan pengawas informasi privasi beroperasi secara mandiri,

mengikuti prinsip demokrasi, dan HAM. Upaya untuk memperkuat

independensi lembaga-lembaga ini merupakan langkah penting untuk

memastikan keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga,

pelaksanaan lembaga perlindungan data pribadi dapat berjalan secara objektif,

efektif dan efesian sesuai dengan tujuannya dalam melindungi dan memenuhi

jaminan perlindungan hak-hak warga negara sebagai subjek data
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